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ABSTRAK

Putusan verstek adalah, putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau
termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan, pada prinsipnya
putusan verstek dapat langsung dijatuhkan pada sidang pertama apabila tergugat
atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sedang
penggugat hadir dan mohon putusan, dengan catatan gugatan itu tidak melawan
hak atau tidak beralasan. Khusus dalam kasus perceraian di pengadilan agama,
hakim wajib membuktikan dahulu dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian)
dengan alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek.

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata (HIR/R.Bg,/BW dll.) serta yang diatur secara khusus dalam; Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, peraturan-peraturan lain yang
berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab-kitab figh Islam sebagai sumber
penemuan hukum, yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Hal inilah yang menarik penyusun untuk mengkaji lebih lanjut terhadap
proses pembuktian dalam putusan verstek pada kasus perceraian di Pengadilan
Agama Kudus pada tahun 2000-2002. Adapun permasalahan yang dibahas adalah
apa dan bagaimana pertimbangan hukum, pembuktian yang digunakan hakim
dalam menjatuhkan putusan verstek pada kasus perceraian di Pengadilan Agama
Kudus pada tahun 2000-2002.Pendekatan yang digunakan penyusun dalam
penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun menghasilkan
kesimpulan bahwa, pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus
pada putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada
tahun 2000-2002 hakim telah mengkualifisir peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang
telah terbukti, dengan menghubungkan hukumnya bagi peristiwa yang telah
dikonstatiring (telab dibuktikan kebenarannya), kemudian hakim.sudah menilai
fakta-fakta yang telah diajukan, dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai
dengan fakta/peristiwa tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam
menilai fakta dan memutus perkara, telah memuat hukum tertulis (seperti UU No.
1 Tahun 1974, PP. No. 9 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya)
serta telah memuat dalil-dalil syar'i baik itu dari al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun
pendapat ulama dalam kitab-kitab figh. Pembuktian yang dilakukan pada putusan
verstek dalam kasus perceraian antara pada tahun 2000-2002, menggunakan
hukum pembuktian yang bersumber dari Hukum Acara Perdata (HIR./R.Bg./BW)
secara umum, dan yang diatur secara khusus dalam UU. No. 7/1989 tentang
Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 dan PP. No. 9 /1975, Instruksi Presiden No.
1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kitab-kitab figh Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor 0543b/U/1987. Sebagai
fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab | “Na‘ma” . Huruf :Latikn ; . o Kéfetfgng‘;ink‘ |
| | alif | tidak dilarﬁbangkan tidak dilambangkan
- ba‘ b be
<o Ta t te
< sa s es (titik di atas)
z jim j je
z ha h ha (titik di bawah)
'C kha' kh ka dan ha
5 dal d | de
3 zal z zet (titik di atas)
J ra‘ r er
B zai z : zet
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S sin ] es
F syin sy es dan ye
P sad $ es (titik di bawah)
P dad d de (titik di bawah)
b ta' t te (titik di bawah)
b za' 7 zet (titik di bawah)
t ‘ain N koma terbalik ( di atas)
'C gain g ge
=) fa’ f ef
3 qaf q qi
2 kaf k ka
J lam 1 el
¢ mim m em
8] nun n en
9 wawu w we
— ha’ h h
¢ hamzah ’ apostrof
€3 ya' y ye
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).
1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda

atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah a a
= kasrah i i
’ dammah u u
Contoh:

- 5
J.fjﬂ - sw’ila S5 - Zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan

gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s / ----- fathah dan ya ai adan i
S / ------- fathah dan wawu — au adanu
Contoh
/ul:f/ 1 kaifa ZJ":'; njaraina
/J:MZ‘/ : aisara 2\;35 : laumata
:J}; : haula :_J;; : qaula
C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf
dan harakat, berupa huruf dan tanda.
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Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama

& T fathah dan alif atau alif” a a dengan garis di atas
R kasrah dan ya i i dengan garis di atas
]
H dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
VAR E o _ A es 0, _ -
ELie o Js : qala subhanaka 8\-«0 e : fiha manafi’u
/.///// /.:ﬂ}a/// /.oﬂla/ - _
Olas (\-—.a : sama ramadana O 9 Jgag L O jsgg :yaktubuna ma
yamkuruna
.. N /WL Y " _ _
(s*) -rama R o J\-‘Dl iz qala yusufu
li abihi

D. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
1. Ta Marbutah hidup. Transliterasi ta’ marbutah yang hidup atau mendapat
harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Ta’ Marbutah mati. Transliterasi ta’ marbutah yang mati atau mendapat
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

8 ~o0 20 }/ A
JubY) 4.2 4 y : raudah al-atfal

e O

4>l : talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.
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Contoh:

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “Jl”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh

gamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1. <
2. &
3. >
4. >
5. 2
6. B
7. s
Contoh:

L

fo

A

-

o\

t

A
Ly, :rabbana

%;j : al-hajju

at-tawwabu

: ad-dahru

8.

10.

11.

12,

13.

14.

AR \N
\(1\\15

W

g

2
>

L2
ngw» : sijjilin

: zukkira

o sy
P 1S
oo i d
b ot
8
J 1
O :n

2 o @ <
M‘ . asy-Ssyamsu

: an-namlu



2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf gamariah ada empat belas buah, yaitu:

1 } a,iu 8. <o f

2 < b 9. 3 :q

3. ¢ i 10 83k

4. z :h 11. ¢ :m

5 C kh 12 9 W

6. t ¢ 2D % N h

7. C g 14. Sy

Contoh

::f:'fw : al-aminu ZJ':;'“ - al-‘ainu
; ;A al-badi‘u ;&53 : al-fagru

o b o
}J.:;J :-al-khairu J;{ }“ : al-wakilu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di
awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa
alif.
Contoh:
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A A
(-

2/
d)-bLU : ta’khuzuna

e <L fa’tibiha
"’ a/ rd

fe— syi'un
A2 P -
- W
;\-«mﬂ : as-sama’u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), ism atau fars; ditulis
terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

w’JU‘

}0/ -

}//& -

-

A2
il

C. L)

\ —

o
—ia

('z\“
S

J..lzj\ | Jﬂ - Ibrahim al-khalil

: asy-syuhada’u
:apn-na‘ma’u
: inna

: umirtu

j.@_S 4,\38 OS ) - Wa inna Allaha lahuwa khair ar-raziqin

Or}:.dr) J;Q‘ ‘}éoj\-; - Fa aufu al-kaila wa al-mizana

oy & Gy, o o W
ol e P (e 5 - Wa lillahi “ala an-nasi hijju al-baiti

M I /CUQ-EM\ J* man istata’a ilaihi sabilan
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Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang
berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Contoh :

oA s D R o

J gy ‘}[\ Uy : WamaMuhammadun illa rasulun
J J;\ 4_;.A.5\ u\.:,a.;l 3-06:“" : Syahru Ramadan al-lazi unzila #h al-
Qur’anu
03 JE\ 4

° A2 0 oo
&;i_ﬂ 3L ;\3 3.25} : Wa laqad ra’ahu bi al-ufuq al-mubini

ZJ,:,J\;J\ :} J 2550 : Al-Hamdu li Allahi rabbi al-“alamina

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

Mo -

Cd 9 AN u" 2 -nasrun minallahi wa fatbun qarib

\\9
3\

/O\

Lxm}f\“ d:“ - lillahi al-amru jami’an

Oy~ -, }\
r-:l-" isﬁ"‘:“ J_{, AMU - Wallahu bi kulli sya’in ‘alim
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HALAMAN MOTTO

esungguhnya kami telah menurunkan
Kitab Repadamu dengan membawa
Rebenaran, supaya Ramu mengadili
antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan Repadamu, dan janganlah Ramu
menjauhi penentang (orang vyang tidak,
bersalah) Rarena membela orang-orang yang

Rhianat.

An-Nisa' (4) : 105
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KATA PENGANTAR

e ‘/”,/ ;&)
g
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kepada baginda Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Sahabat dan para

pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih
sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap
tenaga dan pikiran yang ada. dengan harapan semoga skripsi ini dapat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu pranata hukum dalam masyarakat yang
berfungsi untuk memberikan keadilan di antara para penduduk. Di dalam
peradilan itu terkandung maksud untuk melaksanakan amar ma’ruf dan
mencegah munkar. Setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di
muka peradilan. Kekuasaan peradilan mencakup undang-undang dan aturan-
aturan yang harus dipatuhi semua pihak. Karenanya, peradilan merupakan
suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Apabila peradilan tidak
terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi
tidak beraturan.”

Salah satu hal yang sangat diutamakan oleh bangsa-bangsa yang telah
lalu dalam menyusun peradilan, ialah kecakapan Hakim dan kebaikan budi
pekertinya. Karena itu mereka tidak mengangkat seseorang untuk menjadi
hakim kecuali orang yéng mempunyal kemampuan sempurna untuk menjadi
hakim serta mempunyai kepribadian yang tinggi. Dan hakim pada waktu itu
dilindungi berbagai aturan yang memungkinkannya untuk bergerak secara

bebas.?

' T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka
Riski Putra, 1997), him. 3.

2 Ibid.



Lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan dan
memutuskan hukum, adalah suatu lembaga yang harus dibina dengan
sempurna dalam tiap-tiap negara. Menyelesaikan persengketaan yang terjadi
antara anggota masyarakat adalah suatu urusan yang sangat penting dan utama
bagi segenap manusia yang menghendaki kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana firman Allah swt :

3\.0.:1..‘..,.3")&.1‘..«3} W\.}Bﬁ

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup
masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada
hukum yang berlaku. Sedangkan institusi atau satuan organisasi yang
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan disebut pengadilan.*

Di Indonesia ada empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan
kehakiman yang sah, di antaranya adalah peradilan agama. Tiga lingkungan
peradilan lainnya adalah‘Peradilan' Umum, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara.’

Berbicara tentang kekuasaan ‘peradilan. dalam ' kaitannya dengan

Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang kekuasaan

’An-Nisa™ (4) : 65.

* Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,
(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), him. 36.

* Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 5.



relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus di dalamnya dibicarakan tentang
tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang
menjadi kekuasaan pengadilan. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan
yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan dalam mengadili
suatu perkara. Sedangkan kekuasaan absolut artinya wewenang pengadilan
dalam memeriksé jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat
diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang
sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi), maupun dalam lingkungan
peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).®

Tugas pokok dari pengadilan agama sebagai Badan Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu Pengadilan
Agama berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam
bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama
Islam, berdasarkan hukum Islam.’

Produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga
macam Vaitu: putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan

perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah pernyataan Hakim yang

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Liberty,
1998), him. 62.

7 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), him. 1.



dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang
terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan
(valuntair). Sedangkan akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim
yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan
untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Suatu putusan atau
penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu
sebelum diucapkan di persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi
putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung
No0.5/1959 tanggal 25 April 1959 dan nomor 1/1962 tanggal 7 maret 1962).
Selain itu, ada pula produk Pengadilan Agama yang bukan merupakan produk
sidang tetapi berkekuatan hukum seperti putusan sebagai Akta Otentik yaitu
Akta Komparisi dan Akta Keahliwarisan.®

Di antara putusan Hakim salah satunya adalah putusan verstek yaitu
putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan
mohon putusan. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 — 129 HIR dan 196 —
197 HIR, Pasal 148 — 153 RBg dan 207 — 208 RBg, UU No. 20 tahun 1947
dan SEMA No. 29/1964.

Dan dalam berbagai kitab figh Islam, memutus dengan verstek
diperkenankan, dan putusan verstek itu disebut al-gada’u ‘ala al-gaib.

Kebolehan itu didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

8 Ibid., him. 251.
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Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan
yang ketika itu jauh di perantuan. Karenanya hadis di atas bisa dijadikan
landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Dari definisi putusan verstek menurut hukum acara perdata yang telah
dipaparkan di atas, Pada dasarnya putusan verstek dapat langsung dijatuhkan
pada sidang pertama apabila tergugat atau termohon tidak hadir meskipun
telah dipanggil secara patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan,
dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Khusus dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, Hakim wajib
membuktikan dahulu dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) dengan
alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek'.

Hakim Pengadilan Agama kudus dalam memutus perkara perceraian
banyak yang memutus dengan putusan verstek yang jumlahnya 60% dari total
kasus perceraian. Hal ini dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya

atau enggan menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

¥ Abu” Abdurrahmaan Ahmad ibn Ali al-Khurasani~ an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i,
"Kitab Adab al-Qadah" "Bab Qada'ul Hakim 'ala al-Gaib iza 'Arafahu" (Beirui: Dar al-Fikr,
1930/1348), VIII: 246, diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dari Waqi' dari Hlsyam bin
'‘Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ra.

1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata., him. 257.



dan patut."’ Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penyusun
perlu untuk 'fnengkaji lebih lanjut tentang permasalahan pertimbangan dan
~pembuktian pada proses putusan verstek dalam bentuk skripsi yang berjudul:
“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada perkag@, Perceraian di

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan inti pokok permasalahan
yaitu:

1. Apa dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam
menjatuhkan putusan verstek pada kasus perceraian di Pengadilan Agama
Kudus tahun 2000-2002?

2. Apa dan bagaimana pembuktian yang digunakan hakim dalam memutus
putusan verstek pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun

2000-2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Adapun tujuan yang menjadi penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam
menjatuhkan putusan verstek kasus perceraian di Pengadilan Agama

Kudus Tahun 2000-2002.

"' Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wakhid sebagai panitera Pengadilan
Agama Kudus pada tanggal 23 Maret 2005.



b. Untuk mengetahui pembuktian hakim dalam memutus putusan verstek
pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.
2. Kegunaan |
Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai
sumbangsih ilmu pengetahuan agama Islam yang berkaitan dengan

pembahasan syari’ah, khususnya dalam bidang peradilan Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam pengembangan tesis yang ditulis oleh Ansaruddin dan
diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Pembuktian menurut
Hukum Acara Islam dan Hukum Positif disebutkan bahwa terdapat perbedaan
antara HIR dan Hukum Acara Islam mengenai putusan versfek. Dalam pasal
125 ayat (1) HIR, bahwa setelah tergugat dipanggil dengan patut (selama tiga
kali berturut-turut) tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak
juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Hakim menjatuhkan
putusan secara verstek. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak diperlukan
pembuktian Hakim hanya diperintahkan untuk melibat apakah gugatan itu
melawan hak atau tidak beralasan. Sedangkan dalam Hukum Acara Islam
mengenai putusan verstek, walaupun tergugat telah dipanggil secara patut dan

resmi oleh pengadilan, dan tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan



kuasanya, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu
harus memeriksa bukti-bukti dari penggugat di samping alasan gugatan. 1

Dalam skripsi yang disusun oleh Anita Rahmawaﬁ yang berjudul
"Tinjauan terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Meninggalkan Istri
(Studi Kasus atas Putusan PA Kudus 1995-1996)"." disebutkan bahwa dari
perkara cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri di Pengadilan
Agama Kudus antara tahun 1995-1996, 62% (337 perkara) tergugat atau
kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut
dan resmi, dengan demikian perkara terebut diputus secara verstek, dengan
catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam skripsi yang berjudul "Permohonan Gugatan agar Hakim
Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Yogyakarta)",'* yang disusun oleh Muhammad Asnawi
disebutkan bahwa, dalam petitum yang memuat permohonan agar Hakim
menyatakan putusan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta,
sebagian diputus dengan  verstek. -Dalam  memutus : verstek Hakim tidak

mengabulkan semua gugatan (sebagian) termasuk tidak mengabulkan petitum

yang menyatakan agar Hakim melaksanakan putusan terlebih dahulu,

"> Ansarudin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 135-137.

©  Anita Rahmawati "Tinjavan terhadap Perceraian dengan Alasan Suanz
Meninggalkan Istri (Studi Kasus atas Putusan PA Kudus 1995-1996)" Skripsi tidak
diterbitkan, Yogyakarta : TAIN Sunan Kalijaga, (1997).

' Muhammad Asnawi, " Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan
dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)", skripsi
tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).



meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Hal ini dikarenakan perlu
adanya pembuktian yang lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang
menentukan, sedangkan ketidak hadiran pihak tergugat dalam persidangan
tersebut belum dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat bahwa pihak tergugat
menerima sepenuhnya bukti yang diajukan pihak penggugat. Bukti-bukti yang
diajukan oleh penggugat, karena ketidak hadiran tergugat memang
mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Akan tetapi bila akan
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
harus Aidukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan alat bukti itu tidak terpenuhi
dari segi nilai kekuatan pembuktianriya hanya karena pihak tergugat tidak
hadir (gaib).

Dalam skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam
Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif’,"> dikatakan
bahwa pengakuan tertulis menurut hukum acara Islam dapat diajukan sebagai
alat bukti dalam - suatu proses | perkara perdata.. Kekuatan pembuktian
pengakuan tertulis menurut hukum positif mempunyai kekuatan pembuktian
yang bebas. Alat bukti pengakuan tertulis ini digolongkan dalam pembuktian
dengan surat atau tulisan yang bukan Aktél, karena Undang-undang tidak
menyebutkan secara tegas, begitupun tentang pembuktiannya. Kekuatan

pembuktian yang bebas ini berarti memberikan kebebasan kepada hakim

" Patahudin Aziz, “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam Perkara Perdata Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1998).
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dalam menilai pembuktian tertulis dan hakim dapat memutuskan suatu perkara
perdata berdasarkan alat bukti pengakuan tertulis.

Dan dalam skripsi yang lain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Peran Saksi Ahli sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Peradilan Agama Yogyakarta tahun
1995-1997),'¢ dikatakan peran saksi dalam perkara perceraian di pengadilan
agama Yogyakarta sangat penting dalam memberikan keterangan kepada
hakim dalam rangka mencari kebenaran peristiwa atau alasan yang dijadikan
alasan perceraian. Kekuatan hukum terhadap keterangan saksi adalah bebas,
artinya penilaian terhadap keterangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada
hakim dan hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi
dan boleh berpendapat lain berdasarkan pertimbangan dan argumen yang kuat.

Dari penelitian-penelitian - tersebut, tidak terdapat penelitian yang
membahas tentang Studi Analisis Putusan Verstek dalam Kasus Perceraian di

Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002.

. Kerangka Teoretik

Sebelum melangkah pada pembicaraan_putusan verstek, terlebih
.dahulu kita harus mengetahui Hukum Acara Perdata yang berlaku di
pengadilan. Karena putusan verstek dalam kasus perceraian membutuhkan

pembuktian, dan hukum pembuktian itu merupakan bagian dari Hukum Acara

' Agus Gustoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Saksi Ahli Sebagai Alat
Bukti dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, (Studi Kasus Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
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Perdata. Hukum acara Perdata di dalamnya mengatur tentang bagaimana
beracara di depan sidang pengadilan.

Pada Pengadilan Agama, Hukum Acara Perdata (HIR / R.Bg, / BW
dll.) masih berlaku sepanjang belum diatur secara khusus dalam :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor

9 tahun 1975.

3. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
. Islam.

4. Peraturan Mentri Agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali Hakim.

5. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.

6. Kitab-kitab figh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum."’

Untuk dapat menyelésaikan atau mengakhiri suatu perkara atau
sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara
obyektif tentang duduk; perkara sebenarnya; sebagai dasar putusannya dan
bukan seeata a priori menemukan hukum terhadap putusannya, sedang
pertimbangannya baru kemudian dikonstituir. Peristiwa yang sebenarnya akan
diketahui Hakim dari pembuktian, bukannya putusan itu lahir dalam proses

secara a priori dan kemudian baru dikontruksi atau direka pertimbangan

7 Ansarudin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara, him. 143-144,
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pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti
tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.'®

Berbicara tentang putusan verstek, putusan ini dapat diputuskan jika
telah terpenuhi syarat-syarat formil yang mana, tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, akan tetapi tergugat atau wakilnya tidak datang di
persidangan, tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, dan
penggugat sendiri harus hadir di persidangan dan memohon keputusan.
Adapun putusan ini belum menilai secara materiil kebenaran-dalil-dalil gugat.

Hakim dapat memutuskan putusan ini berupa mengabulkan gugatan
penggugat, dengan syarat gugatan itu beralasan dan tidak melanggar hak.
Sedang mengenai dalil-dali gugat, oleh karena tidak dibantah, maka harus
dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian.

Untuk dapat memutuskan putusan verstek dalam perkara perceraian,
maka hakim wajib membuktikan dahulu kebenaran-dalil-dalil gugat (alasan-
alasan perceraian) dengan alat bukti yang cukup.19

Dalam - hal - pembuktian. Sudikno, Mertokusumo, berpendapat bahwa
membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis konvensional
dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis konvensional adalah memberikan
kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak
memungkinkan adanya bukti lawan. Dan pembuktian dalam arti yuridis tidak

lain berarti memberi dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara

8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 165.

1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hlm. 257.
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yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.”

R. Subekti mengatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan
Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan.”!

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak
berperkara untuk memberikan dasar kepada Hakim tentang kepastian
kebenaran suatu peristiwa yang telah di dalilkan.

Dalam syari'at Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian, tidak
banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku pada masa
sekarang. Misélnya; yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu adalah
memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.**

Keadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana yang

ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya :

By le u’m“uk’

20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 105-107.
2 Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 7.

“ Muhammad at-Tahir Muhammad Abd al-Aziz, al-Qada fi” al-Islam (ttp. : al-
A'lamiyabh, t.t.), hlm, 48.

* Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, "Bab al-Yamin 'ala
al-Mudda'i 'alaih” (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), V : 128. Hadis nomor 3228, diriwayatkan oleh
Ibn 'Abbas.
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Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara
perdata, Nabi Muhammad saw. membebankan pembuktian kepada penggugat
dan sumpah kepada tergugat. Dan acara pembuktian yang demikian ini tidak
ditetapkannya dalam perkara pidana.

Alat-alat bukti dalam HIR (Herziene Indonesische Reglament) pada
pasal 164, R.Bg (Rechtsreglement Voor De Buitengewewsten) pasal 284, BW
(Burgerlijke wetboek) pasal 1866 sebagai berikut :

1. Bukti surat

2. Bukti saksi

3. Sangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

HIR masih mengenal alat bukti lain yaitu pasal 153 tentang
pemeriksaan setempat, dan pada pasal 154 tentang keterangan ahli.

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Islam, Ibnu Qayyim berpendapat
bahwa alat bukti itu ialah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan
menjelaskan kebenaran sesuatu. Beliau menyebutkan ada dua puluh enam alat
bukti, sedangkan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa alat bukti itu ada

tujuh amcam yaitu :

** al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Tsma'il al-Kahlani, Subu/ as-Salam (Semarang
: Toha Putra, t.t.), IV : 132.
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1. AZ;Iqrar

2. Al-Bayyinah

3. Ai-Yamin

4. /inukul

5. Al-Qasamah

6. Ilmu pengetahuan Hakim

7. Qarinah-qarinah yang dapat dipergunakan.”

Dalam pada itu, alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam

soal gugat menggugat hanya 3 macam, yaitu :

1. Igrar (pengakuan)

2. Saksi

3. Sumpah

Hal ini sesuai nas al-Qur'an dan as-Sunnah :

e 3 iy G el GdLAL o) U BH ale il Lo,
BN 8y Arisl) ) 50 0,5, St ) 3Y)

» Samir A'Tiyah, al-Qada wa al-'Uruf £ al-Islam (Beirut : al-Muassasah al-Jami'ah,
1986), him. 120-121.

%6 Al-Baqarah (2): 282.
*" Al-Tmam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, "Bab al-Qada bi al-

Yamin wa al-Syahid", Sahih Musiim, V : 128, Hadis nomor 3230 diriwayatkan oleh Ibnu
'Abbas.
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F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot dan kualified serta
sesuai dengan kriteria sebuah karya ilmiah, maka metode yang penulis
gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, Penyusun melakukan
penelitian untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Kudus.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai obyek
yang diteliti, dalam hal ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama
Kudus.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Dalam hal-ini penyusun mengumpulkan data-dengan cara wawancara

langsung dengan:

1. Ketua Pengadilan Agama Kudus:
Drs. Muri, SH., MM

2. Hakim-hakim Pengadilan Agama Kudus:

* Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, "Bab al-Yamin 'ala
al-Mudda'i 'alaih” , V : 128. Hadis' nomor 3228, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.
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Drs. Noor Ahyat, SH

Drs. H. Moh. Zuhri

Drs. Nasikun, SH

3. Panitera Pengadilan Agama Kudus:

H. Abdul Wahid, SH., M.Hum

Ahmad Solih. SH

Muhibbin A.R., S.Ag

b. Dokumentasi
Penyusun mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian,
dalam hal ini adalah putusan verstek dalam kasus perceraian di
Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002, data resmi, arsip dan
catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian. Adapun untuk
mempermudah penyusun dalam meneliti data-data yang diperoleh,
maka penyusun mengkalsifikasikan dalam perkara cerai talak dan cerai
gugat yang meliputi pembahasan dari segi alasan perceraian,
pertimbangan — hukum dan - putusan ‘hakim, ; Kemudian penyusun
mengambil 8 (delapan) sampel dari total jumlah perkara yang ada,
yaitu 858 petkara perceraian yang diputus versfek.
4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :
a. Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan

pada hukum Islam.
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b. Yuridis, adalah mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada
umumnya dan perceraian pada khususnya serta tata aturan
beracara di Pengadilan Agama..

5. Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara Berﬁkir
deduktif, yang pembahasanya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat
umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat kasus.” Sebagai contoh
sebelum membahas tentang putusan versfek dan segala keterkaitannya,
terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian peradilan, putusan secara
umum. Setelah itu baru memasuki pada pembahasan tentang putusan

verstek.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana setiap
bab memerincikan dan mencoba mengulas secara sistematis dan runtut tentang
permasalah penelitian ini, adapun pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan

menjadi terarah dan sistematis..

 Qutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), him. 42.



19

Bab kedua, sebagai landasar teori terhadap masalah yang akan dibahas,
mengulas mengenai tinjauan umum mengenai putusan hakim mulai dari
pengertian dan dasar hukum, macam-macam putusan hakim, putusan verstek,
serta pembuktian dalam putusan verstek itu sendiri.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang data putusan verstek dalam kasus
perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002, sebagai permulaan,
akan dibahas mengenai selayang pandang dari Pengadilan Agama Kudus
sebagai obyek penelitian, serta data penelitian penelitian berupa putusan-
putusan versiek dalam kasus perceraian, data wawancara, ataupun data lain
yang kemudian diklasifikasikan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat
yang meliputi pembahasan dari segi alasan perceraian, pertimbangan hukum,
pembuktian dalam pﬁtusan itu sendiri.

Bab keempat merupakan inti penelitian berisi analisis mengenai
pertimbangan hukum dan pembuktian terhadap putusan verstek dalam kasus
perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002 baik itu secara
normatif maupun, yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah
yang diajukan. Juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil
pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu

sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.






BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus pada putusan
verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun
2000-2002 secara umum telah mencerminkan keadilan hukum. Dalam
pertimbangan hukumnya Hakim telah mengkualifisir peristiwa-
peristiwa/fakta-fakta yang telah terbukti, dengan menghubungkan
hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring (telah dibuktikan
kebenarannya), kemudian hakim sudah menilai fakta-fakta yang telah
diajukan, dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta/
peristiwa tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai
fakta dan memutus perkara, telah memuat hukum tertulis (seperti UU No.
1 Tahun 1974, PP. No. 9 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan lain
sebagainya) serta telah memuat dalil-dalil syar'i baik itu dari al-Qur'an,
Hadis Nabi, maupun pendapat ulama dalam kitab-kitab figh.

Pembuktian yang dilakukan Hakim Pengadilan - Agama Kudus pada
putusan verstek dalam kasus perceraian antara tahun 2000-2002,
menggunakan hukum pembuktian yang bersumber dari Hukum Acara
Perdata (HIR./R.Bg./BW) secara umum dan yang diatur secara khusus
dalam UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 dan
PP. No. 9 /1975, Instruksi Presiden No. 1/1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam dan Kitab-kitab figh Islam.
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B. Saran

1.

Hakim-hakim di Pengadilan Agama, pada khususnya hakim-hakim
Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan hukum terhadap suatu
perkara (mengkonstituir) hendaknya mengutamakan ketelitian dan penuh
pertimbangan, sehingga dalam membuktikan benar tidaknya
peristiwa/fakta yang diajukan para pihak yang berperkara benar-benar
telah sesuai dengan hukum pembuktian baik itu hukum pembuktian
perdata biasa maupﬁn hukum pembuktian secara Islami yang bersumber
dari al-Qur'an, Hadis Nabi dan hasil Ijtihad ulama.

Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding,
maupun kasasi, serta para pakar Hukum Islam, dari berbagai kalangan,
hendaknya menggalakkan pengkajian lebih lanjut terhadap hukum acara
Islam sehingga umat Islam Indonesia mempunyai Hukum Acara Perdata
Islam yang telah dikodifikasikan.

Seluruh Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta
di Indonesia, pada khususnya Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan- Kalijaga Yogyakarta, hendaknya- diberi muatan mata pelajaran
hukum acara perdata 'yang berlaku di Pengadilan Agama lebih banyak,
serta diberikan mata pelajaran hukum acara Islam, agar mahasiswa
Fakultas Syari'ah memiliki dasar pengetahuan yang banyak tentang
Hukum Acara Islam, sehingga setelah lulus siap terjun di Pengadilan

Agama.
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